SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 49 TAHUN
2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Menimbang : a.

Mengingat

. 1.

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Bupati berwenang membentuk Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rembang;

bahwa Bupati telah membentuk Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Kabupaten Rembang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a berdasarkan Peraturan Bupati
Rembang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Rembang;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,
perlu menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah
dalam LPSE;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2011
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 49 TAHUN
2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun
2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rembang
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 49) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang
selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinas komunikasi dan
Informatika Kabupaten Rembang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Kadinkominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Rembang.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Rembang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adala
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan oleh Daerah untuk menggunakan APBD.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang
bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa sebagimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 107 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan
oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanaan pengadaan
barang/jasa.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya  seluruh  kegiatan untuk  memperoleh
Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement
adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan
Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah
dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-
undangan.

Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki
hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan
Password yang diberikan oleh LPSE.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang
perorangan menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultasi/jasa Lainnya.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan
barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.

Sistem pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE
adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi
LPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh
LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
ULP adalah unit organisasi non struktur yang terdiri dari
pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifat keahlian
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Bupati
yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilikan
penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang.

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas
Pengguna SPSE digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6



Perangkat organisasi LPSE terdiri atas :
Penanggung jawab

Kepala;

Sekretariat;

Unit Administrasi Sistem Elektronik;
Unit Registrasidan Verifikasi;

Unit Layanan dan Dukungan.

O Q0o

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Kepala LPSE dijabat secara ex-officio oleh Kepala Pengelolaan e-
Government.

(2) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam
menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
ttd
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 3






